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Kata Rengantar

~uku berjudul “Pokok-Pokok Hukum
Adat” ini, merupakan sari di dalam
mempelajari ilmu hukum adat baik di
dalam pandangan lama/ teoti lama maupun di dalam
perkembangannya dewasa ini.

Mempelajari Hukum Adat berarti mempelajari adat
budaya bangsa sendiri yang merupakan jati diri bangsa.
Dengan demikian kita tahu bahwa peranan Hukum Adat di
dalam perjuangan kemerdekaan memiliki andil yang cukup
besar, Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan naskah Sumpah
Pemuda 1928 bahwa adat merupakan salah satu tali pengikat -
perjuangan bangsa.

Terakhir dapat kita temukan pada Pasal 18 B ayat 2
UUD 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan  masyatakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesual dengan
petkembangan masyarakat dan prinsip Negara IKesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kepada pihak Penerbit Unst, Saya mengucapkan
terima kasih karena telah bersedia menerbitkan buku cetakan

kedua ini1.

Palembang, September 2010

H. Albar S. Subari, S.H., S.U
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
Suci Flambonita, S.H., M.H
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HUKUM DAN HUKUM ADAT

A. PENGERTIAN

b, 3]am pandangan para sarjana Belanda
- '} khususnya dan sarjana hukum Eropa
/" Kontinental pada umumnya, hukum dianggap

sebagai suatu rangkaian norma yang mengatar tingkah laku dan
perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian, hukum
tidak menguasai tingkah laku dan perbuatan pada semua pola °
hubungan dalam hidup bermasyarakat, melainkan hanyalah
mengués ai tingkah laku dan perbuatan dalam hubungan yang
menimbulkan hak dan kewajiban yang oleh Djojodigoeno
disebut perhubungan pamrih. Perhubungan pamrih adalah
pethubungan dimana orang menghadapi orang lain hanyalah
sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya dengan
perhitungan laba dan rugi. Dalam perhubungan pamrih
perekat antara seseorang dengan orang lain adalah hak dan
kewajiban dalam arti hak seseorang berhadapan dengan
kewajiban orang lain. Hukum tidak menguasai hubungan yang
tidak merekatkan hak dan kewajiban. a

Hubungan yang tidak merekatkan hak dan kewajiban
disebut hubungan guyub, yaitu hubungan dimana orang dalam
menghadapi orang lain sebagai tujuan. Perekat antara seseorang
dengan orang lain adalah berbagai sikap dan petasaan sepert
cinta, kasih sayang, simpati, lawan dan sebagainya.

Pengertian hukum sebagai rangkaian norma tidak diikut
oleh semua ahli hukum. Jereme Frank mengatakan, hukum
adalah keputusan hakim atau ramalan akan keputusan hakim
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kelak. Stammler mengajarkan bahwa hukum adalah suatu
kehendak, suatu hal yang mempunyai dinamika dan plastﬂm
Sedangkan Djojo-digo-eno, dengan mengikuti ajaran tentang
hukum dan Rudolf yon Jhering, mengatakan bahwa hukum
adalah suatu karya masyafakat.. 'Ka.rya_ itu bersifat
menormalkan yaitu membuat pembatasan tingkah laku dan
perbuatan orang dalam hubungan pamrih dengan tujuan
menyelenggarakan tata yang adil dan sejahtera. Dengan
demiki'aﬂ hukum diharapkan dapat mengatur tata yang adil
dan sejahtera. '

B. BATASAN MAKNA HUKUM ADAT

Hukum dan Hukum Adat mempunyai arti yang sama.
Penambahan kata “adat” pada hukum untuk menunjukkan hukum
yang menguasai tingkah laku dan perbuatan orang Indonesia.

Batasan makna Hukum Adat yang dipersoalkan lagi
oleh karena makna Hukum Adat itu telah berkembang sesuai

dengan pemahaman masing-masing sarjana. Luasnya
perbedaan pemahaman para satjana itu tergantung kepada
luas dan sempitnya ruang lingkup yang diberikan kepada
Hukum Adat. Akan tetapi yang jelas, petkembangan makna
Hukum Adar itu telah bergeser dari makna semula pada saat
keberadaan Hukum Adat diakui sebagai hukum oleh
Pemerintah Kolonial Belanda.

Pergeseran makna Hukum Adat itu tampak pada
pemakalan istilah dan unsur-unsur serta pengertian Hukum
Adat yang diberikan oleh para sarjana. '

1. Unsur-Unsur Hukum Adat

Apabila diperhatikan sejarah perkembangan Hukum
Adat di Hindia Belanda, terutama pada ‘masa awal
kolonialisme, Pemerintah Kolonial tidak mengakui Hukum
Bangsa Indonesia sebagai hukum. Sebab, pertama tidak
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rertulis dan kedua kalaupun ada yang tertulis, bagian yang
tertulis iru tidak dibuat oleh badan pembentuk undang-undang
yang diberikan kekuasaan oleh negara.

Pandangan seperti itu timbul karena pengaruh ajaran
lepalisme yang sangat mempengaruhi pandangan tethadap
hukum sarjana Eropa pada umumnya dan sarjana Belanda
pada khususnya. Ajaran legalisme tetsebut menganggap, tidak
ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis
seperti Hukum Bangsa Indonesia, dipandang bukan hukum.

Akan tetapi lama kelamaan berkat jasa para etnologts,
pandangan seperti itu dari Pemerintah Kolonial terhadap
Hukum Bangsa Indonesia berubah yaitu dengan diakuinya
Hukum Bangsa Indonesia sebagai hukum sederajat dengan
Hukum Barat yang mereka bawa dari Negeri Belanda dengan
asas konkordansi. Pengakuan terhadap Hukum Bangsa .
Indonesia itu, kemudian dilanjutkarn dengan tindakan yuridis
melalui Pasal 131 ayat 6 IS yang menyatakan Hukum Bangsa
Indonesia adalah hukum positif bagi Bangsa Indonesia (baca:
Bumi Putera). Dengan diakuinya Hukum Bangsa Indonesia
itu, maka oleh Pasal 131 IS diakui dua sistem hukum positif
yang berlaku berbatengan di Hindia Belanda, yaitu sistem
Hukum Belanda (Pasal 131 ayat 3) dan Hukum Bangsa
Indonesia (Pasal 131 ayat 6) IS.

Karena telah ada dua sistem hukum, maka untuk
memudahkan pengenalannya, hukum tersebut diperlukan
nama. Akan tetapi pada awal pengakuan secara yuridis
keberlakuan kedua sistem hukum itu belum ada nama. Istilah
yang menunjukkan nama itu mula-mula dikembangkan oleh
pam ahli yang meneliti Hukum Bangsa Indonesta. Salmon
Keyzer dan Van den Berg menyebutnya dengan istilah
Godsdientige Wetten, sedangkan Snouck Hurgronje
menyebutnya Adatrecth. Istilah-istilah yang mana kemudian
oleh Pemerintah Kolonial dijadikan istilah teknis yuridis.
Istilah itu antara lain di dalam Pasal 11 AD disebut
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Godsdientige Wertten, di dalam S 1911 No. 569 disebut
Adatrecth, sedangkan dalam UUPA Pasal 5 disebur Hukum
Adat. Istilah-istilah tersebut sesuai dengan unsur-unsur
pembentukan Hukum Bangsa Indonesia menurut teori dari
masing-masing satjana itu.

Ketika Salomon Keyzer dan Van den Berg bethasil
merumuskan hasil penelitiannya dari Hukum Bangsa
Indonesia dan diumumkan hasil penelitian itu dalam teori

receptio 1 complexu, mereka menyimpulkan bahwa Hukum

Bangsa Indonesia itu tidak lain dari hukum agama yang dianut.
Menurut teori reception in complexu, unsur pembentuk
Hukum Bangsa Indonesia itu hanyalah hukum agama semata
karena teori tersebut menyimpulkan hukum Bangsa Indonesta
itu tidak lain dari hukum agama yang dianut, maka hukum
itu dinamakan oleh mereka Godsdientige Wetten (Undang-
Undang Agama). Sejak itu pula istilah teknik yuridis dalam
Tata Hukum Kolonial dipergunakan istilah Godsdientige
Wetten untuk menyebut Hukum Bangsa Indonesia (Pasal 11
AB, 75 ayat 3 RR 1854, Pasal 131 ayat 2 sub b IS dan Pasal
78 ayat 2 RR 1854).

Istilah dan pemahaman Hukum Bangsa Indonesia
seperti 1tu sejak dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Van
den Berg pada tahun 1848 terus 'berlangsung' sampal
diumumkan teori baru oleh Snouck Hurgronje pada tahun
1893 dalam bukunya De Atjehers.

Dari hasil penelitiannya terhadap Hukum Bangsa
Indonesia, Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan
Salomon Keyzer dan Van den Berg, tentang unsur-unsur
pembentuk Hukum Bangsa Indonesia. Ia mengemukakan
unsur pembentuk Hukum Bangsa Indonesia itu bukan agama
semata, akan tetapi bagian terbesar unsurnya adalah adat
kebiasaan dan hanya bagian kecil saja terdiri atas unsur agama.
Karena itu teoti receptio in complexu serta istilah Godsdientige
Wetten untuk menunjukkan Hukum Bangsa Indonesia dari
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salomon Keyzer dan Van den Berg, tid.ak' ditetrima. S‘e‘baga%
penggant istilah tersebut diperkenalkan istilah Ad.aj:techt.. Di
dalam istilah Adatrecht itu menurutnya telah tercakup unsur
asli (adat kebiasaan) dan unsur asing (agama). o
Teori Snouck Hurgronje tersebut, kemudian juga
nwmpehgatuhi pandangan Pemerintah I(Qlonial tﬁl:‘hadap
hukum, sehingga istilah teknis yundis untuk menunjukkan
Hukum Bangsa Indonesia, sejak tahun 1 91 1_ S .1_91.1 No. 569)
digunakan istilah Adatrecht, bukan lagi Godsdientige Wetten
seperti sebelumnya. .

’ Namun ad; pendapat yang mengatakan unsut Hukum
Bangsa Indonesia yang terkandung dalam istilah Adatrecht
1tu, terditi atas unsur asli dan unsur asing atau unsur adat
istiadat dan agama, akan tetapi apabila diperhatikan; bata_slan
makna yang diberikan oleh para sarjana, maka ygng-qlmaksud :
dengan Adatrecht itu secara garis besar sebagai berll{ut:ﬂ .

Menurut Mahadi, ... adalah peraturan-peraturan hidup
yang meskipun tidak diundangkan oleh pemetintah, tokoh
dihormatt ...

Sedang menurut Van Vollenhoven: o
7. .. adalah adat yang bersanksi dan tidak tertulis (just

non sctiptum);

2. ... adalah aturan-aturan yang berlaku bagi orang
Indonesia dan Timur Asing.

Menurut Soekanto: ... adalah komplek adat yang
kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan. Pemetintah
Belanda dalam jawaban usul perubahan pasal 1.34 IS_
menjelaskan: ... adalah bahagian dar1 hukum yang bﬁﬂﬂ.kll ch
Indonesia yang tidak ditetapkan oleh badan-badan fleglgilaﬁf
Barat. Sedang menutrut Hazaitin, ... adalah renapan kesustlaan
dalam masyarakat. . .

Apabila dari batasan makna Hukum Adat tersebut
ditarik kesimpulan, maka unsur-unsur yang tetkandung dalam
istilah Adatrecht itu, meliputi unsur-unsur:

31
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1. Tidak tertulis: ” | Di antara unsur-unsur dari Adatrecht tersebut adalah
2. Indonesia dan Timur Asing; | sebagai berkut:
3. Petbedaan lokal yang tebal; ' 1. Indonesia dan Timur Asing;
4. Renapan kesusﬂaan;' ' 2. Perbedaan lokal yang tebal; ;
5. Di luar pe_ru—ndaﬁgan—-mdangan Barat. 3. Di luat perundang-undangan Barat |
Hal mi1 yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Tata tidak lagi dimuat dalam batasan Hukum Adat versi Pasal 5

Hukum Kolonial, di samping Adatrecht, diakui pula secara
yuridis Gewoonterecht yang dalam kenyataan sehari-hari
sukar dibedakan. Akan tetapi di dalam istilah teknis yuridis
Tata Hukum Kolonial itu yang dimaksud dengan
Gewoonterecht adalah:

1. Kebiasaan yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai hukum:;
2. Hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sebagai

penghalusan hukum tertulis,

Gewoonterecht itu dipertahankan sebagai alar dalam
melaksanakan Hukum Barat Kodifikasi di Hindia Belanda.

Penggunaan istilah Adatrecht dalam Tata Hukum
Kolonial itu berlangsung terus sampai dengan lahirnya UUPA
(UU No. 5 Tahun 1960). Apabila dipethatikan pasal IT Aturan
Peralthan UUD 1945 yang memberikan kemungkinan
diberlakukannya Adatrecht itu selama belum ada aturan baru
menurut UUD, maka dengan diundang-undangkannya UUPA,
khususnya Pasal 5, pemahaman Hukum Bangsa Indonesia
dan istilah teknis yuridis Adatrecht telah digantikan dengan
istilah Hukum Adat sebagai istilah teknis yuridis dalam Tata
Hukum Indonesia.

Meskipun istilah Tata Hukum Adat lahir menggantikan
istilah Adatrecht tanpa didukung hasil penelitian dan dapat
dianggap sebagai terjemahan Adatrecht, akan tetapi apabila
disimak ketentuan UUPA itu yang menganggap UUPA tidak
lain dari Hukum Adat (Pasal 5) dan menyadarkan pada
unifikasi hukum, maka Hukum Adat dalam Pasal 5 UUPA
itu tidak mungkin lagi mencakup unsur Adatrecht
sebagaimana disebutkan di atas.

| 7 Pokok-Pokok Hukum Adat

UUPA.

Begitu juga dualisme hukum tanah peninggalan kolonial

dihapuskan, sedangkan WNI turunan (dulu Timur Asing) oleh

UUPA ditundukkan kepada Hukum Adat. Dengan demj]_iian
Hukum Adat yang dimaksudkan oleh Pasal 5 UUPA t[c?;ak
lain Hukum Adat Indonesia ash. Karena itu unsur Timur Asing
sudah tidak dipertahankan lagi. Di dalam UUPA yang
disodorkan adalah unifikasi hukum seluruh Indonesia.
Sedangkan unsur di luar perundang-undangan Barl.at juga sudah,
ditinggalkan dengan lahirnya UUD 1945/UUPA 1tu. .
Dengan demikian tiga dart unsur Adattecl_lt sudah
ditinggalkan dalam pengertian Hukum édat versi UUPA.
Tinggal dua unsur yang dipettahankanl yaitu.
1. Tidak t§ﬁuﬁs;
2. Renapan kesusilaan. B
Berdasarkan rumusan di atas, Hukum Adat versi UUPA
itu adal;;.h Hukum Adat berunsurkan tidak tertulis dan renapan
kesusilaan bangsa Indonesia. |
Hasil .simposium tentang Hukum Adat tahun 1975 di
Jogyakarta dirumuskan bahwa Hukum Adat adalah hukum
ashi Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dan mendapat pengaruh agama.

2. Proses Pembentukan Hukum Adat |
Proses pembentukan Hukum Adat sebagai hukum tidak
tertulis berbeda dengan hukum tertulis yang proses
pembentukannya dapat diketahui secara jelas. Sarjana Hukum
Adat sudah sejak lama dihantui pikirannya oleh persoalan
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bagaimana proses pembentukan Hukum Adat itu. Namun
apabila diperhatikﬂn pola tiﬂgkah laku manusia dalam
berkelompok, secara samar-samar dapat diketahui proses
pembentukan hukum Hukum Adat itu serta dapat dibuat
tahapannya. Meskipun antara tahap yang satu dengan tahap
lainnya sukar dibeti batas-batasnya secara jelas.

Manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya manusia hampir selalu
berhubungan dengan satu sama lain, Dalam pergaulan sesamanya
terdapat patokan-patokan yang merupakan struktur kaidah untuk
tetap mempertahankan hidup secara damai. Struktur kaidah
tersebut menjelma dalam pola tingkah laku.

Mula-mula orang seorang dalam berhubungan satu sama
lain bertingkah laku dengan cara tertentu dan apabila tingkah
laku 1tu diulang dan kemudian dianggap baik diikuti pula oleh
orang lain maka terjadilah pola tingkah laku. Selanjutnya
apabila pola tingkah laku itu diikuti pula oleh masyarakat
yang lebih luas dan dirasakan sebagai kaidah yang
mengandung perintah dan larangan, maka pola tingkah laku
itu disebut kebiasaan atau adat istiadat.

Dalam pandangan satjana Barat, Adat Istiadat tidak
tdentik dengan Hukum Adat. Adat Istiadat agar menjadi
Hukum Adat diperlukan suatu proses tertentu.

Mengenai proses pembentukan Hukum Adat dari Adat
Istiadat, dalam Ilmu Hukum terdapat dua teori yang
berpengaruh, yaitu teori ter Haar dan teori yang dikemukakan
oleh Logemann. Kedua teori tersebut berusaha untuk
menentukan saat Adat Istiadat menjadi Hukum Adat. Menurut
teori dari ter Haar, Adat Istiadat itu akan menjadi Hukum
Adat, ketika kaidah-kaidah Adat Istiadat itu dipergunakan
oleh fungsionalis Hukum Adat sebagai hukum untuk
menyelesaitkan kasus yang dihadapkan kepadanya baik di
dalam maupun di luar persengketaan. Dengan demikian,
menurut teori tersebut perubahan Adat Istiadat menjadi
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Flukum . \dart, Lli.purlul{:m tindakan formal dar par valstn.

Tanpa tindakan formal hakim, Adat [stiadat hanya merupakan

knidah hukum materiil sebagai persediaan atau calon hukum
yang akan dipergunakan oleh hakim dalam menyelesatkan
KUY perkara kelak. Ajaran tersebut dalam ilmu hukum
dikenal dengan sebutan “Besslissingen leer”atau disebut juga
teon “Keputusan™.

Atas dasar teori keputusan tersebut, yang menganggap
Hukum Adat ada dalam keputusan hakim, maka pada masa
kolonial dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya putusan
Pengadilan Adat di seluruh Hindia Belanda. Putusan-putusan
tersebut kemudian dihimpun dalam himpunan-himpunan
resmi, sebagaimana dimuat dalam:

1. Adatrechtbundel sebanyak 43 jlid dan disusun dati tahun

1911 - 1949.
2. Pandecten van het recht yang dikeluarkan oleh Colonial

[nstituut.

3. Indisch Weekblad van het recht yang disusun dari tahun
1864 - 1919.

4. Wet en Adat.

5. Indisch tijd scrift van het recht yang disusun dari tahun
1819 - 1949.

6. Hukum, disusun pada tahun 1947.

Pada masa selanjutnya kumpulan putusan pengadilan
seperti itu disusun dalam himpunan dengan judul
Yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut dihimpun o'le,h
Mahkamah Agung dan hasil kerja sama antara Pengadilan
Tingei dengan Fakultas Hukum Negeri seluruh IlldO'ﬂeSL’c.l_.

Dalam pandangan para sarjana hukum pada masa 1itu,
Adatrechtbundel dan himpunan lainnya itu setara dengan
kitab-kitab kodifikasi Barat. Apabila seorang hakim mengadil
berdasarkan Hukum Barat, hakim akan mencari hukumnya
dalam BW, WvK, dan WvS, sebaliknya apabila hakim
mengadili menurut Hukum Adat, maka hakim akan mencan
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hukumannya di dalam himpunan-himpunan putusan hakim
vang tersebut di atas. (Undang-Undang Simbur Cahava,
Kompilasi Adat Istiadat dan Lukisan Adat Istiadar). .'
Menurut teort Logemann, keputusan hakim tidak
menjadikan Adat Istiadat sebagai hukum. Agar putusan hakim
menjadi hukum dibutuhkan perlakuan yang sama dalam

keputusan hakim yang kemudian. Apabila Adat Isttadat yang

telah dipergunakan oleh hakim terdahulu untuk menyelesaikan
suatu perkara, kemudian dikuti berulang-ulang oleh hakim
yang lain, sehingga sudah merupakan kebiasaan dalam
memutus, maka Adat Istiadat dalam keputusan seperti itulah
yang dianggap Hukum Adat.

Kalau teor1 Beslissingen leer ter Haar, kebiasaan dulu
baru kemudian menjadi hukum, maka menurut teori
Logemann adalah keputusan hakim dulu baru kebiasaan.
Proses Adat Istiadat menjadi Hukum Adat menurut Logemann
adalah Adat Istiadat - Putusan Hakim - Kebiasaan Hakim -
Hukum Adat.

3. Sumber Pengenal Hukum Adat

Dalam membicarakan sumber Hukum Adat dianggap
penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengettian tentang
sumber hukum itu; yaitu Welbron dan Kenbron.

Welbron adalah sumber Hukum Adat dalam arti darimana
Hukmn Adat 1tu timbul, yang merupakan sumber hukum (Adat)
dalam arti yang sebenarnya. Sumber Hukum Adat dalam arti
Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan
yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan

sehingea dengan mudah dapat diketahur. Kenbron itu
merupakan penjabaran dan Welbron.

Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka
pata sarjana yang menganggap hukum it sebagai rangkaian
kaidah, berpendapat bahwa sumber pengenal hukum seperts
Kenbron it adalah:

1. Adat kebiasaan;

. Yurisprudensi;

. Norma-norma hukum Islam yang telah meresap ke dalam
adat istiadat masyarakat Indonesia asl;

Kitab-kitab Hukum Adat;

5, Buku-buku standar tentang Hukum Adat;

6. Pendapat ahli Hukum Adat.

Berdasarkan teori sumber Hukum Adat sepem tersebut
di atas, Hukum Adat dapat ditemukan baik dalam adat
kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat/
membicarakan Hukum Adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum
atau mungkin pandangan dari para ahlh Hukum Adat.
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C. CIRI-CIRI HUKUM ADAT

Citi-citi Hukum Adat adalah sebagai berikut:
1. Tidak tertulis dan kalaupun ada yang tertulis tidak dibuat
oleh badan pembentuk undang-undang (legislatif).
2. Isinya bersifat:
a. Religiomagis:
Ciri religiomagis tersebut menunjukkan pada Hukum

Adat terdapat unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib
dan tidak berdasarkan logika serta kenyataan semata.
Ada kaidah-kaidah dalam Hukum Adat yang tidak
diukur kepada akal sehat (rasio), mengapa sesuatu
dilarang atau diharuskan. Larangan atau keharusan
semata-mata didasarkan kepada suatu kekuatan gaib.

lain, Welbron itu adalah konsep tentang keadilan suatu
masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.
Sedangkan Kenbron adalah sumber hukum (Adat)
dalam arti dimana Hukum (Adat) dapat diketahui atau |
ditemukan. Dengan perkataan lain sumber dimana asas-asas
Hukum (Adat) menampakkan dirinya di dalam masyarakat
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b. Komunal (kebersamaan):
Ciri komunal menunjukkan bahwa Hukum Adat pada
dasarnya mengatur kepentingan bersama dan kaidah-

kaidahnya kebanyakan berlaku umum, tidak mengatur |

secara rinci individual sepertt dalam Hukum Barat.
Karena itu misalnya perjalanan yang berhubungan dengan
tanah pertanian tidak perlu dibuat kasus perkara karena
telah ada ketentuan yang baku tentang hak dan kewajiban
masing-masing Hukum Adat yang berlaki umum.

. Kontan:

Citi kontan menunjukkan bahwa transaksi dalam Hukum

hukum 1tu dalam Hukum Adat dijelmakan keluar dalam
bentuk kata-kata yang dirangkai dalam suatu susunan kalimat

sebagar kelengkapan pendapat dan pikiran tersebut.

Secara antropologi, hukum yang merupakan perswujudan dar
pikiran dan perasaan hukum masyarakat itu pada' dasarnya
merupakan konkretisasi dan cara berpikir masayarakat yang
bersanghkutan, Oleh karena itu Von Savigny mengatakan, hukum
yang berlaku dalam suatu masyarakat berbeda dengan hukum yang
berlaku dalam masyatakat lain, karena hukum mengikati volksgesst
(pandangan hidup) dad masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Sebagai karya masyarakat, hukam merupakan salah satu
aspek kebudayaan, karena kebudayaan itu sendiri adalah

karya, cipta, dan katsa manusia yang hidup bersama. Sebab
itu Bushar Muhammad mengatakan:

Adat dikehendaki secara kontan, sehingga prestasi atau
kontraprestasi terlaksana serentak. Dengan demikian suatu

perbuatan simbolis atau suatu pengucapan
mengakibatkan perbuatan hukum tersebut telah selesa
ketika perbuatan itu terjadi.

. Konkret:

Cimi konkret dari Hukum Adat menunjukkan bahwa sahnya
Suatu hubungan hukum menurut Hukum Adat, apabﬂa'
perbuatan hukum itu tefjadi secara nyata. Suatu perbuatan
hukum dipandang nyata oleh Hukum Adat, apabila
perbuatan itu diberi wujud sesuatu benda atau diberi tanda

yang kelihatan, seperti pada transaksi jual beli.

D. HUKUM DAN KEBUDAYAAN

Hukum adalah merupakan karya masyarakat. Karya
masyarakat yang disebut hukum merupakan pancaran p1k1mn
dan perasaan hukum dari suatu kelompok masyarakat tertentu
sebagai suatu sistem. Dengan demikian hukum adalah suata
sistem pikiran dan perasaan hukum. Pemikiran dan perasaan
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“Hukum yang terdapat dalam tiap manusia,
betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, menjadi
cerminnya. Karena setiap masyarakat mempunyai
kebudayaan sendir1 dengan corak dan sifatnya sendin,
“geestesstructur’”’ masyarakat yang bersangkutan, maka
hubungan dalam tiap masyarakat sebagai salah satu
penjelmaan “geestesstructur’” masyarakat bersangkutan
mempunyal corak dan sifatnya sendiri, yaitu hukum
masing-masing masyarakt itu berlain-lainan,

Begitu pula dengan Hukum Adat Indonesia. Seperti
halnya semua sistem hukum lain di dunia i1, maka Hukum

- Adat itu senantiasa tumbuh dar kebutuhan hidup yang
nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan tempat
Hukum Adat itu berlaku.” '

Rumusan di atas menunjukkan bahwa hukum sebagai karya
masyarakat itu diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup
yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya
merupakan kebudayaan tempat hukum 1tu beraku.
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Berdasarkan pandangan di atas, yang menganggap
._b-ahwa hukum diwuwjudkan untuk mf;m'eﬂti.hi kebutuhan
hidup, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat yang
bEI.saq,gkut.a.ﬂ, maka dalam mempelajari Hukum Adat
dapatlah dipelajati struktur alam pikiran, cara hidup dan
pandangan hidup yang merupakan pancaran dari cara
berpikir dan perasaan hukum bangsa Indonesia seb_agﬁi
salah satu aspek kebudayaan.

E. SISTEM HUKUM ADAT

| Hukum Adat sebagai salah satu tipe hukum mempunyal
sistem sendu yang berbeda dengan sistem hukum dari tipe
hukum lainnya.

Si'stem Hukum Adat merupakan sistem hukum khas,
yang bersifat religiomagis, komunal, kontan dan konkret.
Berdasarkan struktur alam pikiran tersebut, maka sistem
Hukum Adat tidak memerlukan kodifikasi, mengatur
secara garis besar saja, tidak dibuat aturan terlebih dahulu,
karena yang diatur adalah hal-hal umum untuk kepentingan
bersama, tidak dibedakan benda atas benda tetap dan
'l::fe_tge.rak,_ serta hak kebendaan dan perorangan dan juga
tidak dibedakan antara hukum publik dan privat, sebab

Hukum Adat tidak membedakan kedudukan antara

penguasa dan rakyat.

| -Apabila sistem Hukum Adat diperbandingkan dengan
sistem Hu_kum Barat, maka akan tampak perbedaan pokok
sebagai berikut: ) .

1
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Sistem Hukum Barat

Sistem Hukum Adat

| Menjunpung tinge ko kodibikast

2 Memuar peraturan vang kasusos artnya
MGG

3 Hukur tedkar penctapan dane kodifikass,
[ lakim  diberkan  cugns meneocokkan
perkara yang dibadapi dengan penctapan
yang prac existenee karena hukum pastt,

), Mengenal  hak-hak  kebendaan,  yaitu
lak-hak vang berkaku terhadap sctiap
orang dan hak-hak perorangan yaitu
hak-hak dras suatn objek yang hanya
berdaku  terhadap  sescorang  rertentu
S22

5. Terdapat  pembagian  hukum  dalam
hakum privat dan hukum publik.

0. Dikenal pcrbtdn_an benda dalam benda
rerap dan benda bergerak,

7. Perlu adanya sanksi sebagal jaminan
terlaksananya penertiban.

L. Tidak mengemal koditikasi.

2 Menvandarkan  pada  asas-asas  hukum
saja, actinva hanya mengatur datum gaos
busar saj..

3. Karena odak ada penctpan vang prac
existence maka hakim diben kebebasan
leluasa dalam mewopudkan keadilan yang
hidup dalam masyarakat karenanya hakim

akalk.

4. Hak-hak kebendaan dan perorangan
seperta itu tidak dikenal dalam [ Tukum

5. Tidak dikenal pembagian hukum privat
dan hukum publk.

6. Hukum Adat adak mengenal perbedaan
benda.

7. Dalam Hukum Adat ndak ada Ketentuan
yang harus disertai syarat yang menjarmin
terlaksananya ketertiban dengan jalan
mempergunakan sankst. Hukuman adat
tidak merupakan hukaman tapt hanyalah
upaya adat unmk mengembalikan

keseimbangan.

F. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT
1. Dasar Yuridis Dahulu Dan Sekatang

a. Dasar Yuridis Dahulu

Dasar hukum betlakunya Hukum Adat pada masa
kolonial, pertama-tama adalah Pasal 131 IS, yang menyatakan
sebelum hukum orang Indonesia itu ditulis dalam undang-
undang (kodifikasi), maka bagi mereka tetap akan berlaku
hukom sékarﬂng berlaku bagt mereka.
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Soepomo dalam bukunya, Beberapa Catatan Mengenai
Kedudukan Hukum Adat, memberi pengertian hukum tidak
tertulis yaitu, “Istilah Hukum Adat dipakai sebagal sinonim

diti hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum

ypung hidup sebagai konvensi di badan-badan negara, hukum
gung timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup
sebagai peraturan kebiasaan.”

Demikian juga Bushar Muhammad dalam buku Asas-
Asas Hukum Adat mengatakan, “Hukum tidak tertulis itu
tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan sebagai

peraturan adat didalam masyarakat, yang lazim disebut

Hukum Adat (dalam arti sempit) tetapi juga hukum kebiasaan
dalam lapangan ketatanegaraan (konvensi) dan kehakiman
atau peradilan.

Kedua sarjana tersebut di atas memasukkan Hukum
Adat ke dalam pengertian hukum tidak tertulis. Dengan
demikian jelaslah yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis
dalam pasal tersebut adalah Hukum Adat. Karena 1tu pasal
tersebut merupakan dasar yuridis berlakunya Hukum Adat.

Pasal 27 (1) menyatakan, “Hakim sebagai penegak hukum
dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilat-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal tersebut di atas adalah nilai-nilai hukum masyarakat
termasuk milai-nilai Hukum Adat. Karena itu pasal inipun
merupakan dasar yuridis berlakunya Hukum Adat. Setelah
dilakukan amandemen UUD RI 1945 hal tersebut diatur dalam
Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3.

2. Dasar Berlaku Sosiologis

Hukum Adat mempunyai dasar berlaku sosiologis,
karena Hukum Adat merupakan hukum yang tumbubh,
betkembang dan tanpa paksaaan dari negara. Berlakunya
Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena
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kemauvan dan paksaan dari masyarakataya sendiri, agar hak

dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-

prnsip keadilan yang disetujui bersama.

~ Berlakunya hukum yang didasarkan kepada kemauan
dan paksaan masyarakat sebagaimana halnya Hukum Adat
maka hukum itu disebut mempunyai dasar berlaku sosiologisf

3. Dasar Berlaku Filosofis |
B Hukum Adat sebagai hukum yang tumbuh dani pancaran
pikitan dan perasaan merupakan hukum yang lahir dasi nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan.

Dipertahankannya Hukum Adat sebagai tatanan hidup

bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia, karena kaidah-

kaidah Hukum Adat sesuai dengan pandangan hidup mereka.
Berdasarkan kenyataan seperti disebutkan di atas, berlakuﬁy&
Hukum Adat dalam masyarakat disebabkan adaﬁya nilai-nilai
pandangan hidup atau filosofisnya masyarakat Indonesia.
Berlakunya hukum atas dasar berlaku filosofis berarti
berlakunya hukum itu karena tuntutan dan pé_ksaaﬁ dari
pandangan hidup orang yang bersangkutan. '
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STRUKTUR TRADISIONAL
MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT

Ditinjau dari cara orang menarik garts hukum,
{ ) struktur masyarakat Hukum Adat dapat

dibedakan menjadi empat jents, yaitu Struktur
Masyarakat Materilineal, Pattilineal, Patrilinial Beralth-alih
duny Bilateral /Parental.

1, Struktur Masyarakat Matrilineal

Pada masyarakat terstruktur secara matrilineal, orang
menatik garis hukam dengan menggabungkan diti dengan
orang lain melalui garis perempuan. Akibat dari cara menarik
paris hukum tersebut dalam bidang Hukum Kekerabatan dan

Waris serta kewajiban hanyalah terikat di antara orang-orang

yang ada hubungannya darah melalui garts perempuan dan
anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan, dimasukkan
ke dalam klan (suku) orang tua perempuan.

Untuk menjaga kelangsungan sukunya, masyarakat
terstruktur secara matrilineal, memlih bentuk perkawinannya
petkawinan Semendo. Ciri-ciri perkawinan Semendo adalah
endogami dan matrilokal.

Endogami berarti bahwa menurut Hukum Adat
petkawinan yang ideal dalam sistem petkawinan Semendo
adalah apabila jodoh diambil dati kalangan sukunya senditi.

Matrilokal mengandung arti bahwa menurut Hukum
Adat Semendo, tempat tinggal bersama dalam perkawinan
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adalah di tempat tinggal i1stri. Contoh masyarakat perkawinan

Semendo adalah masyarakat Minangkabau.

2. Struktur Masyarakat Patrilineal

Pada struktur masyarakat patrilineal, orang menarik garis
hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, melalui garis
laki-laki. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut dalam

bidang hukum kekerabatan dan waris, hak dan ke'wajiban |

hanyalah timbul di antara orang-orang yang mempunyai
hubungan darah melalui garis laki-laki dan anak yang lahir dan
suatu perkawinan dimasukkan dalam klan (matga) orang tua
laki-laki. Untuk mempertahankan kelangsungan marganya,
maka masyarakat terstruktur secara patrilineal tersebut
memilth bentuk perkawinan yang disebut Kawin Jujur.

Ciri-ciri Perkawinan Jujur, adalah exogami dan patrilokal.
Exogami berarti menurut Hukum Adat Perkawinan Jujur,
petkawinan yang ideal adalah apabila jodoh diambil dari luar
marganya sendiri. Patrilokal berarti menurut Hukum Adat
Petkawinan Jujur, tempat tinggal bersama dalam perkawinan
adalah tempat tinggalnya suami. Contohnya masyarakat Gayo,
Alas, Batak dan Bali serta Sumatera Selatan.

3. Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih
Masyarakat terstruktur secara patrilokal Beralih-alih,
orang menarik garis hukum dengan menghubungkan diri

dengan orang lain beralih-alih antara perempuan dengan garis
laki-laki, tergantung kepada bentuk peﬂiawman yang dipilih
oleh otang tuanya. Bilamana orang tuanya Kawin Jujur, maka
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai
hubungan hukum melalui garis orang tua laki-laki.
Sebaliknya apabila orang tuanya Kawin Semendo, maka
anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menarik garis
hubungan melalui orang tuanya yang perempuan. Begitu juga
hukum seterusnya ke atas, akan beralih-alih tergantung kepada
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huntuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Contohnya
masynrakat Rejang Lebong dan Lampung Pepadon.

4, Struktur Masyarakat Bilateral/Parental

Pada masyarakat yang terstruktur secara bilateral, orang
menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain,
liik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak_ dan
lewajiban antara seseorang dengan yang lain dalam Iz.ndaﬂ.g_
ukum Kekerabatan dan Waris terjalin baik melalui garis laki-
Inki maupun perempuan. Pada masyarakat tetsttuk@ secara
lyilateral tidak ada bentuk perkawinan khusus, begitu juga
lentang tempat tinggal bersama dalam perkawianan, tidak ada
ketentuan yang tegas. .

Namun demikian di Aceh (Kabupaten Aceh Besar dan
Pidie), terdapat cirl 'T’arikawinan Semendo yaitu matrﬂokal._ ,
[{ecuali sang suami menghendaki sang istti mengtkutt tempat
tinggalnya, menurut Hukum Adat perkawinan d Aceh
dipérholehkan. Pelanggaran terhadap ketentuan matnlokgl
tersebut membawa akibat hukum, sang istri berhak
memperoleh/menuntut harta peunulang pada suami/orang
tua suami, yang besarnya sebanding dengan harta peunulaﬂg
seandainya diterima dari orang tuanya andaikata suami
mengikuti tempat tinggal 1sttL.

Menurut Hukum Adat Perkawinan di Aceh, pasangan
suami istri yang baru kawin tempat tinggal bersama _adélah di
tempat tinggalnya orang tua istrl, Pasangan snami 1stil yang
baru kawin dianggap tidak serta merta mandiri sebagai Sﬂbualh
keluarga. Kemandirian dari pasangan suami istri yang kawin
diperlukan tndakan hukum dari orang tua istri. Tindakan
hukum tersebut dinamakan “Peungkleh” atau “Peumeungkleh”
yang berarti pemisahan keluatga atau mencar. |

Ketika peungkleh dilaksanakan pada anaknya yang
perempuan oleh orang tuanya diberikan harta sebagal bekal
dalam pembinaan keluarga baru tersebut. Bekal tersebut
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dinamakan “Peunulang”. Harta peunulang tersebut biasanya
berupa rumah dan tanah halamannya, menurut hukum harta
peunulang milik istri, akan tetapi pemanfaatannya untuk
semua anggota keluatga dalam perkawinan itu. Masyarakat
terstrukrur secara birateral, contohnya masyarakat Aceh, Jawa,
Sunda, Makassar dan Bugis.

B. ORGANISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Persekutuan Hukum
Dalam masyarakat tradisional Indonesia terdapat
persekutuan-persekutuan. Persekutuan tersebut terdiri dari
orang-orang yang merupakan persekutuan, yang bertindak
sendiri dalam kehidupan hukom sebagai pendukung hak dan
kewajiban. |
D1 antara persekutuan masyarakat tetsebut ada yang
merupakan persekutuan hukum dan ada pula yang bukan.
Persekutuan itu merupakan persekutuan hukum bilamana
memenuhi syarat untuk itu. Syarat tersebut adalah:
a. Kumpulan orang dalam persekutuan tersebut bersifat
tetap;
b. Mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri;
¢. Mempunyai kekayaan sendiri:
d. Persekutuan tersebut bertindak sebagai kesatuan lahir dan
batin, ke dalam dan ke luar sebagal pendukung hak dan
kewajiban.

Sistem Pemerintahan Adat tidak mengenal pemisahan
kekuasaan seperti pada sistem pemerintahan demokrasi
modern, namun Persekutuan Hukum itu tidak dapat disebut

pemerintahan yang tortaliter. K,ejp-ala persukutuan dalam
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melaksanakan tugasnya selalu bermusyawarah dengan
prambantu-pembantunya yang ikut dalam pe@edqtahan.
Halikan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan orang
banyak dimusyawarahkan dalam rapat-rapat desa dengan
wirganya yang berhak bermusyawarah dalam soal-soal tertentu.
1Ji Jawa semua peraturan desa ditetapkan dalam rapat
LTY R:;l[r;.at desa diadakan atas prakarsa kepala desa dengan
meagambil tempat di Bale Desa. | |
1J1 Aceh segala persoalan Gampong diselesaikan dalam
dua tingkatan. Mula-mula persoalan yang terjadi oleh
Kheuchik dibawa dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh
pembantu-pembantunya yang terdiri dari Teungku Meunasah
dan anggota Tuha Peuet. Dalam hal yang men.yangkut
mmrynrslkit banyak kemudian dimusyawarahkan lagi deng@
[ra warga masyarakat Jaki-laki dewasa dengan mengambil
tempat di Meusanah. |
D1 Minangkabau segala petsoalan Nagari di'selesmk.an
dilum tapat di tempat yang disebut Balai. Dalam rapat itu
Kepala Nagati bersama Kepala Suku dan para P_eng'hul_.u'
Andiko merupakan Kerapatan Nagari yaitu badan legislatif
tertinggi di nagari. _ |
Béle_ desa di Jawa, Balai di Mingkabau dan Meunasah di
Aceh merupakan simbol demokrasi dalam sistem pemetintahan
menurut Hukum Adat. Bale desa, Balai dan Meunasah
merupakan milikk umum, begitu juga pemakaian dan fungsinya
bersifat umum.

3. Penggantian Kepala Persekutuan

Menurut Hokum Adat penggantd Kepala Persekutuan
diangkat, diakui atau dipilih atas dasar pewarisan dengan
permilihan dalam permusyawarahan di rapat-rapat desa. Dalam
arti bahwa ahli waris pertama dani Kepala Persekutuan lama
mendapat hak urutan pertama untuk menduduki jabatan
penggantt. Akan tetapi apabila ahli waris pertama itu dengan
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sesuatu alasan dianggap tidak cakap atan tidak patut seperti

cacat rohani dan jasmani, maka ia dapat dilalii dan cliganti
dengan ahli waris berikutnya yang dianggap cakap memimpin
persekutuan.

D1 Aceh, Jawa dan Bali, biasanya anak laki-laki tertua
dan1 Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri
diangkat sebagai gantinya.

Di Batak dan Tapanuli, jika anak laki-laki tertua

dianggap tidak cakap, maka anak laki-laki termuda menjadi

pewaris pertama menggantikan bapaknya.

D1 Minangkabau, jabatan Penghulu Andiko beralih kepada

saudara laki-laki atau kemenakannya yaitu saudara perempuan.
Sebaliknya di Toraja, pengangkatan Kepala Persekutuan

tidak berdasarkan hukum waris, melainkan yang diangkat adalah

orang yang menurut pendapat umum tetkemuka dan cakap.
Pewarisan jabatan seperti itu tidaklah dikatakan

pemerintahannya totaliter. Bahkan sistem pewarisan jabatan |
seperti itu merupakan yang terbaik bagi suatu masyarakat yang

belum mengenal pendidikan formal calon pemimpin.

Pewaris jabatan itu adalah orang-orang yang di sekeliling
pemimpin lama dan telah sering diikutsertakan dalam
pemecahan persoalan masyarakat. Sehingga ketika calon itu
changkat menjadi pemimpin sudah mempunyai pengalaman
yang luas tentang soal-soal kemasyarakatan.

Kepala Persekutuan sebagai pemegang puncak
kekuasaan berfungsi sebagai pamong, sebagai pemimpin,
sebagai polisi dan juga sebagai hakim. Berdasarkan fungsi
Kepala Persekutuan seperti tersebut di atas, maka tugasnya
dapat dibedakan kepada tugas pemeliharaan dan pembetulan
hukum (preventif dan represif).

Tugas pemeliharaan hukum di dalam Hukum Adat
meliputi selurub lapangan hukum. Kepala Persekutuan ikut
campur dalam pemakaian tanah, peralihan hak atas tanah
petjanjian-perjanjian mengenai tanah dan perselisihan
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mengenal tanah. Ikut campur dalam soal perkawinan,

pemeliharaan anak yatim, mengurus harta terlantar,

gntmpur tangan dalam soal hutang piutang warisan dan
perselisthan lainnya,

Tugas pembetulan hukum adalah tugas sebagai hakim
yang berusaha menyelesaikan sengketa bukan atas dasar salah
gtau benar, melainkan mewujudkan kerukunan dalam
musyarakat.

4. Bentuk-Bentuk Persekutunan Hukum

Ada dua faktor yang mendorong terbentuknya
petsckutuan hukum, yaitu faktor keturunan (genealogis) dan
[nktor daerah (teritoral). Kedua faktor tersebut kemudian
meimbentuk tiga jents persekutuan hukum, yaitu Persekutuan.
Hukum Genealogis, Persekutuan Hukum Teritoral dan
Persekutuan Hukum Genealogis Teritoral.

i, Persekutuan Hukum Genealogis

I"ersckutuan Hukum Genealogis adalah persekutuan hukum yang
watpanya tetikat satu sama lain dalam persekutuan karena
persamaan keturunan sesungguhnya atau dalam anggapan saja
seperti anak angkat. Contohnya Belah di Gayo (Aceh Tengah)
dan Alas (Aceh Tenggara), Suku Pubian (Lampung), Suku dan
"aruwk (Minangkabau) serta Marga (Tapanuli).

b, Persekutuan Hukum Teritoral

Persekutuan Hukum Teritoral 1alah persekutuan hukum yang
watganya terikat satu sama lain dalam suatu persekutuan itu
karena mereka bersama menetap dalam satu daerah (teritoral)
tertentu. Contohnya Desa (Jawa, Sunda dan Bali), Nagan
(Minangkabau), Gampong dan Meusanah (Aceh), Nagon
(Minahasa dan Ambon),
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c. Persekutuan Genealogis Teritorial

Persekutuan Genealogis Teritorial ialah hukum yang warganya
tertkat satu sama lain dalam persekutuan hukum ita oleh
ikatan satu ketutunan dan juga ikatan daerah tempat tinggal
mereka. Contohnya Uma (Mentawat), Eur1 (Nias), Kuria dan
Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Marga dan Dusun
(Sumatra Selatan), Suku (Kalimantan), Dusun (Toraja, Maluku
dan Timor).

5. Bentuk-Bentuk Persekutuan Terkecil Dan Sistem
Pemerintahannya (Hal ini dimungkinkan untuk
dihidupkan lagi berdasatkan UU No. 32 Tahun 2004)

a. Aceh

Desa di Aceh merupakan persekutuan hukum tetitoral,
namanya Gampong atau Meusanah. Pemerintahan (rampong
dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut Keuchik.
Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong dibantu
oleh Teungku Meusanah dan Tuha Peuet.

Teungku Meusanah bertugas membantu Keuchik dalam,

bidang keagamaan dan Tuha Peuet sebagai badan penasehat, -

bertugas memberi nasehat kepada Keuchik dalam petsoalan
yang menyangkut Gampong,

1) Pengangkatan Unsur Pimpinan Gampong

Keuchik diangkat secara turun menurun dalam Jabatan

seamut hidup. Namun bilamana ada di antara turunan Keuchik

yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan |

Gampong, dipilih dan diangkat orang di luar keturunan Keuchik.

Teungku Meusanah Juga diangkat untuk jabatan seumur
hudup dan dipilih dari -Drang—drang yang ahli dalam agama Islam.
Jabatan Teungku Meusanah merupakan jabatan profesional dan
karena itu tidak diangkat berdasarkari keturunan.
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Juln Pever merupakan lembaga perwakilan dimana
st angpotanya berjumlah empat otang merupakan wakil-
walkil davt Kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam
Liptupong yang bersangkutan. Pengangkatan Tuha Peuet
dilileukan melalu pemilihan oleh warga Gampong atau
ditiguk oleh Keuchik atas persetujuan anggota Tubha Peuet
i lima.

& Silat Tugas Keuchik |
Iseuchik sebagai penguasa puncak mempunyai tugas
titigkap, yaitn Seb-agai pimpinan masyatakat, sebagai
pelakisana pemenntahan, sebagai polisi dan juga merangkap
sehiugal hakim. Karena 1tu segala persoalan Gﬂmp.cmg_ dapat
diselesartkan secara tuntas. '
[71 Aceh selamn persekutuan Hukum Adat Gampong
teechnpat pula Persekutuan Hukum Adat Laot, yaitu Persekutuan
Ilukum yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut.
Pemekutuan Hukum tersebut berkedudukan pada suatu kuala
varg menjadi pusat pendaratan ikan dati perahu nelayan dengan
wilnyah lautan radius tertentu dari suatu kuala. _
Pimpinan Persekutuan Hukum Adat Laot disebut pula
Panglima Laot. Pengangkatannya dilakukan melalui permilihan
oleh anggota nelayan dalam wilayah Persekutuan Hukum
Adat Laot bersangkutan. Jabatan Panglima Laot bersifat
prafesional. Calon Panglima Laot dipilih dari kalanga_n
Mawang Laot, yaitu pemimpin perahu nelayan (sejenis
nihkoda pada kapal), yang ahli dalam bidang kelautan.
Tugas Panglima Laot secara gatis besar meliputi tugas
mempertahankan dan memelihara Hukum Adat Laot, meliputt:
Bidang Pemelihara Kelautan:
Panglima Laot memegang kekuasaan tentang pengaturan
tempat penangkapan dan pendaratan ikan serta tidak
chpantangkan turun ke laut menangkap ikan.
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- Bidang Sosial:
Panghma Laot menjadi pimpinan urusan sosial yang
menyangkut nelayan dalam menjalankan mata pencaharian

di laut, seperti pertolongan terhadap orang yang tenggelam

atau dibawa arus. Apabila terjadi musibah sepetti itu, setiap
nelayan diharuskan memberi pertolongan atau mencarinya
selama tiga hari terus menerus.
- Bidang Peradilan: |

Panglima Laot bertindak sebagai hakim terhadap perselisihan
yang tetjadi dalam wilayah Panglima Laotnya, khususnya
mengenal pelanggaran Hukum Adat Laot. Karena itu
dalam kekuasaan Panglima Laot sebagai hakim tidak
termasuk pelanggaran hukum pidana.

b. Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)

D1 Aceh Tengah persekutuan hukumnya berupa bagian
klan yang patrilineal dan exogami. Anggota-anggotanya
berdiam tersebar dalam kelompok-kelompok rumah tangga

bersama-sama bagian klan lain, hingga membentuk sebuah -

dusun yang merupakan tempat kediaman bersama. Klan di
Gayo disebut Belah.
Unsut-unsur pimpinan sebuah dusun, terdiri dari:
1) Rejeu, yaitu bagian klan sebagai pemimpin warga persekutuan
hukum bersangkutan yang berdiam dalam sebuah dusun.
2) Peteu, merupakan pembantu Rejeu dalam bidang
pemerintahan dusun. |
3) Imeum, merupakan pembantu Rejeu dalam urusan

keagamaan dalam sebuah dusun.

c. Batak

Masyatakat Batak di Tapanuli terdiri dari klan-klan yang
disebut marga yang patrilineal dan exogami. Persekutuan hukum
di Batak bukan berdasarkan genealogis dalam klan-klan,
melainkan merupakan persekutuan hukum teritoral yang
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abentuk persekutuan daerah yang disebut Nagori, Kurta dan

Lihas, Dalam setiap persekutuan daerah terdapat pula

pemckutuan kampung yang disebut Huta. _

Pimpinan dalam sebuah Kuria atau Lahas dilaksanakan
pleh unsur-unsur pimpinan yang terdin dari;

1) Raja Panusunan, yang memegang jabatan Kepala Kuria

2) Kahanggi ni raja, adalah pembantu kepala Kuria yang
cdhuduk dalam pemerintahan Kuna sebagai wakil dart marga
kepala kuria yang bersangkutan.

}) Bayo-bayo na go ang, adalah orang yang duduk dalam
pemetrintahan Kuria sebagal wakil dari marga botunya
matgaraja.

#) Natoras, ialah orang yang duduk dalam pemerintahan
sehagai wakil dari pihak marga penumpang.

Catatan:

Di dalam masyarakat Batak suatu perkawinan dapat
dilangsungkan hanya jika sedikitnya tiga klan (matga). Sebab
nmsing—mﬁsing marga mempunyail hubungan tetap dengan
marga lainnya untuk mengambil wanita sebagai jodoh laki-
luki marga itu. Selain prinsip perkawinan seperti itu, di Batak
jupn terdapat larangan perkawinan yang disebut ASSYMETRIS
(CONNUBIUM, yaitu larangan pengambilan jodoh bertimbal
halik antara dua matrga.

Dalam perkawinan seperti 1tu, marga yang menerima
winita disebut boru atau beru, sedangkan marga yang
menyerahklan wanita disebut hula-hula atau mora.

Pemerintahan dalam persekutuan daerah tersebut
berada di tangan wakil-wakil marga tanah. Yang diangkat
menjadi Kepala Nagori, Kuria, Lahas, dan Huta adalah orang
dati marga asal yaitu turunan dari orang-orang pendiri Huta.
Marga lain yang ikut menetap dalam sebuah Huta tidak
mempunyai hak penuh atas tanah yang didiaminya. Marga
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boru dari marga tanah mempunyai hak duduk dalam prmpina FiBeasskiitunn. Mukum Desa yang mgrupakan persekutuan

sebagaf wakil warga penumpang gtk tirlroris! dao kepala desanga disebut Klian.

1 Vare o l'IuIcum I’mnujﬂan mwupakan P€=I$6kutll-ﬂﬂ

isliaien gpenealogis dengan anggota-anggotanya bertempat
I'1T'|'| : |[ll’P{!L|’lEﬂ'l'-PﬁDCaI dalam denaudes_a-_. |

IJ aeekituan Hukum Subak, yaitu persekutuan hukum
ﬂ;ﬂﬂg‘om fya terdurt dari pemilik sawah. Pengurus Subak

wakil-wakil pemilik sawah.

d. Minangkabau
Di Minangkabau persekutuan hukum yang teritoral
berupa Nagari. Anggota-anggota klan yang disebut Suku tidak
merupakan persekutuan hukum. Kecuali bilamana mereka
bertempat tinggal bersama dalam sebuah Nagari.
Pemerintah Nagari dilaksanakan oleh unsur-upsu
pimpinan yang terdiri dari: i lswy
1) Penghulu-penghulu Andiko dari semua Pariuk di daerahil s di Jawa merupakan persekutuan hukum _t&ﬁtczfial}
Bodicaniago atau keempat penghulu-penghulu suku di Filuses Tengah dan Jawa Timur, desa yang sebenarnya adalah
Kotapiliang. Wil it lempat tinggal bernama Krajan, dengan dukuh-
2) Kepala Nagari, memimpin penghulu-penghulu Andiko das fishisly koell yang terletak di bawah kekuasaan Kepala Desa.
keempat penghulu suku. ‘ nmll Desa disebut Kuwu, Bekel, Lurah atau Petinggi.
3) Kerapatan Nagari sebagai pemegang kekuasaan legislatif mﬂ Desa memegang kekuasaan betsifat aristokratik.
tertingori. Plalam menjalankan Pemetintahan Desa, Kepala Desa
Rapat-rapat diadakan di balai. Semua anggota duduk ililadiiy nleh:
sederajat dan segala keputusan diambil dengan suara bulat 13 Kainitua, sehagai wakil lurah;
yang dalam bahasa Minang disebut Sekato. Begitu juga segala £ ik, sebagai sektretaris;
petsoalan penting yang membutuhkan pemecahan bersama Kabagan, sebagai pesuruh dan
diselesaikan dengan musyawarah mufakat. | Maslin atau Lebe atau Alim atau Khotib, sebagai pembantu
Pengadilan pada tingkat pertama dilaksanakan oleh .« bl dulam bidang keagamaan.
Penghulu Suku. Apabila putusan Penghulu Suku tidak L '
memuaskan salah satu pihak atau kedua belah pihak, 'rhﬂllﬂl Lelatan
perkara tersebut dapat diminta pemetiksaan ulang N Pepiekutuan hukum berdasarkan teritorial geneologi
(banding) pada Kerapatan Napari. Akan tetapi bagi lsebut dengan marga. Marga dikepalai oleh seseorang
perkara-perkara yang sifa:tnya- bersifat berat langsung m yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif dan
diperiksa oleh Kerapatan Nagari. ' I ili samping menjalankan fungsi legislatif bersama
iiign. Sedangkan Krio mengepalai dusun
- «  Psmwrintahan marga sejak berlakunya UU No. 5 Tahun
D1 Bali terdapat tiga macam persekutuan hukum, yair 1w dilupuskan dengan Surat Keputusan Gubernur No.
sebagai berikut: : | R PTR/111/83 tanggal 24 Maret 1983.
|
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Namun marga dalam pengernan Persekuruan Hukum
Adat tetap diakui dalam peraturan perundangan-undangan
hingga dewasa ini. Dahulu marga di Sumatra Selatan
berjumlah 114 marga.
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HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT
DALAM HUKUM ADAT

ir1i komunal dari pengaturan Hukum Adat
@seperti telah dikemukakan di atas

- menunjukkan pula corak hubungan individu
dan masyarakat tidak sama pada setiap
masyarakat.

Djojodigoeno membedakan hubungan individu dan
masyarakat kepada dua jenis, yaitu Paguyuban dan
Patembayan. Jenis masyarakat yang diatur oleh Hukum Adat
aclalah Paguyuban. Sebaliknya jenis masyarakat yang diatur
oleh Hukum Barat adalah Patembayan. Jenis masyarakat
Paguyuban adalah masyarakat yang bersifat komunal
(kebersamaan). Dalam masyarakat seperti itu otang
memandang orang lain sebagal tujuan. Artinya perhubungan
sesamanya tidak diwujudkan dalam perkataan kepentingan
tdan laba rugi, melainkan perhubungan yang orang seorang
menghadapi orang lain dengan segala perasaannya, sebagai
ginta, benci, simpati, antipati, yang baik dan yang buruk.
Tidak memandang dari satu sisi saja.

Jenis masyarakat Patembayan adalah masyarakat yang
hersifat individual. Dalam masyarakat seperti tersebut orang
memandang sesamanya bukan sebagai tujuan melainkan
iebapal alat untuk mencapai kepentingan sendiri. Dalam
perhubungan satu sama lain selalu bertujuan salah satu
kepentingan salah satu sisi saja. Umpamanya sebagai penjual,
pembeli, penyewa, pekerja, penumpang dan sebagainya.
Kemua perhubungan yang dilakukan terwujud dalam petkataan
Kepentingan laba dan rugi.
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Hukum Adat seba ga1 hukum vang mengatur masyarakal
berciri komunal yang pokok diberi perlindungan oleh hukun
adalah kepentingan masyarakat. Sedangkan kepentingar
perorangan (individu) tidak mendapat tekanan. Individy
dalam pandangan Hukum Adat tidak terlepas dari masyarakat
Karena itu kepentingan individu selalu diimbangi oleh
kepentingan umum, sehingga hak-hak individu yang diberikan
oleh hukum selalu diimbangi oleh hak-hak masyarakat (umum)
Dengan cara berpikir berperasaan sepetti itu, setiap penilaiari
pembuatan keputusan dan pembebanan akibat hukum, terletak
pada desa sebagai kesatuan masyarakat (adat).

Menurut Hukum Adat, masyarakaﬂahyﬂngkuat berkuasa
menentukan segala sesuatu dan menentukan arah kepadz
semua tindak tanduk individu. Namun demikian, individa
sebagal anggota masyarakat juga diberikan hak-haknya. Hak
hak yang diberikan oleh hukum ita adalah hak-hak yang bersifat
kemasyatakatan, dalam arti pemberian hak individu tidak akan
meniadakan kepentingan umum dari hak tersebut. Hak-hak
individu diberikan berhubungan dengan tugas, kedudukan da
fungsi dalam masyarakat. Prinsip kebetsamaan yang diatur oleh
Hukum Adat bertujuan agar dalam pelaksanaan hak-hak
tersebut sesuai dengan tujuan kemasyarakatan, sehingga hak
hak itu sepenuhnya berfungsi sosial. '
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HUKUM ADAT DAN HUKUM LAIN

A PENGERTIAN
 epertt diketahui, di dunia in1 terdapat bﬁ:i:bagﬂiﬁ
% ragam hukum. Tiap negara mempunyai hukum
(_/ nasionalnya sendiri yang pada umumnya
berbeda dengan hukum nasional dari negara
lili. Akan tetapi dari berbagai ragam hukum itu, apabila
diperhatikan secara teliti, hukum nasional yang berbeda -c::!m:i
hibagal negara itu cir, sistem dan asal usul hukum itu,
suhingpa pada saat i1ni menurut ilmu pengetahuan
perbandingan hukum, dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok-kelompok yang menunjukkan tipe tersendirt yang
hetbeda dengan kelompok lain. Sebagai akibat dari hukum
it mempunyai asal usul tersendiri, setiap kelompok hukum
ipcsebur mempunyai konsep, tujuan, sistem dan sumber serta

perwujudannya tersendirt
Dalam Ilmu Pengetahuan Perbandingan Hukum telah

dikenal tipe-tipe hukum antara lain, Hukum Romawi yang
i disebut Hukum S1p11 atau Hulum Etopa Kontinental,
Hukum Anglo Saxon, Hukum Kanonik dan Hukum Fikih
sy Hukum Islam. Meskipun dalam Ilmu Pengetahuan
ferbundngan Hukum yang ada sekarang tidak disebutkan
ukum Adat sebagai salah satu tipe hukum, akan tetapi
apbila diperhatikan tentang ciri-citl, sistem setta asal usul
hiskutn itu, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat

metupakan salah satu tipe hukum dunia.




KONSEP, SISTEM DAN ASAL USUL HUKUM ADAT

Pembertan defenisi Hukum Adat hingea saat ini, masih
berpegang kepada pendapat Snouck Hurgronje yang
mempelopori Ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat. Ilmu
Pengetahuan Modern Hukum Adat tersebut diumumkan pada
tahun 1894, kemudian pengembangannya dilanjutkan oleh
Ven Vollenhoven.

Lahirnya ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat
yang berorientast kepada Ilmu Pengetahuan Hukum
Barat, menyebabkan hilangnya Ilmu Hukum Adat hasil
pemikiran bangsa Indonesia yang telah berkembang
sebelumnya. Terdesaknya [lmu Hukum Adat hasil
pemikiran orang Indonesia disebabkan tidak adanya
kajian formal seperti dilakukan oleh Ilmu Pengetahuan
Barat. Ilmu Hukum Adat di kalangan orang Indonesia
hanya disampaikan secara lisan dari seorang kepada
seorang lain. Sebaliknya, [lmu Pengetahuan Hukum Barat
diteruskan melalui tulisan-tulisan dan disampaikan
melalui studi khusus di Fakultas Hukum.

Defenisi Hukum Adat tersebut telah berubah sesuai
dengan perkembangan isi dan pengertian mengikuti tahap-
tahap pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Tahap-
tahap perkembangan itu merupakan tahap-tahap
konseptualisasi Hukum Adat.

Istlah adat berasal dari bahasa Arab, kemudian dalam
Ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat yang berpegang teguh
kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Barat, kepada adat itu
ditambahkan dengan kata hukum, sehingga sebutannya
menjadi Hukum Adat. Dalam bahasa Arab kedua istilah
tersebut atau hukum dan adat, sulit dirangkai sebagai kata
majemuk, sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Dalam
bahasa Arab, hukum selalu dikaitkan dengan pengertian
Syariat, yang sumbernya adalah Alquran dan hadist. Adat
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taenkan sebagai kebiasaan-kebiasaan setempat yang
siinbernya adalah tingkah laku masyarakat. Hukum Adat
welilah istilah khusus Indonesia.

Namun kata adat yang berasal darn bahasa Arab, akan
itapl i kalangan Hukum Fikih dipahami Hukum Adat
wbmgaimana didapati di Indonesia. Ketidakpahaman mereka
mehagaimana apa yang dimaksud dengan Hukum Adat di
Indonesia, akan tampak antara lain pada pengertian adat
fmenutut pemahaman mereka. Pada permulaan kontak
Hengnn bangsa Arab dan agama Islam, istilah adat lebih dikenal
sbagai bentuk nyata dani adat, yaitu Utf Istilah lain yang
menunjukkan adat lebih popular adalah Resam. Resam
dinetikan sebagai kebiasaan yang baik dan dijunjung tinggi
sertn dijalankan oleh anggota masyarakat karena kemauan.
sndiri maupun oleh masyarakataya.

[Dalam upacara sehari-hari, Resam dihubungkan dengan
hittn negeri. Kata negeri menunjukkan kepada perbedaaan
kehinsaan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di
kulangan Hukum Fikih, Resam dibedakan dengan hukum.
Hukum dalam konsep mereka tidak lain bersumber dari
Alguran dan hadist. Resam adalah sesuatu yang berasal dari
Kemauan manusia sebagai model dalam bersikap.

Kata Resam sering digabungkan dengan adat dan kata
et itupun ditambah dengan kata kebiasaan. Tambahan kata
Resim dan kebiasaan pada kata adat, menumt tata bahasa
fmenunjukkan pengerasan arti dari adat.

l’olemik dalam ilmu hukum tentang pengertian Hukum
Adut itu, kemudian diselesaikan oleh Jalaluddin bin Syekh
Muhammad Kamaluddin anak Bagindo Koatib dari Negett
Terusan, yang ajaran-ajarannya dimuat dalam kitab Safinatul
Hukkam fi Takhlissil Khassam yang ditulis di Aceh pada tahun
1153 H/1740 M.

Jalaluddin mengajarkan bahwa hukum itu ada tiga jens,
ynitu Hukum Syvarak, Hukum Adat dan Hukam Akal.
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ekt a hukum menunjukkan sesuatu yang empiris yang
aliuhy | Heqodigoenco dinamakan Layon. Layon 1tu sé‘suatu yang
(RRT) T -ﬂ'[lllll.!l'gu Clupﬂli dilihat d‘Eﬂg_ﬂﬂ marta, SCPEIIU hIlkllﬂl
Ul dinrtikan sebagai, “Segala pekerjaan yang telah
duerapslian oleh ulama pada memerintahkan sekahan Islam
dun kolwllah segala yang budiman dan menerima dia.” o
Liglam ajaran Urf tersebut merupakan ketetapan dari

Sedangkan Hukum Adart dirinci lagi menjadi empat kategor,
yaitu Hukum Adat, Adat, Utf dan Resam.

Pengkategorian Hukum Adat itu memberi arti masing-
masing pada istilah tersebut. Sejak saat lahitnya teori
kategorisasi Hukum Adat di kalangan Ahli Adat di Aceh
khususnya tidak lagi digunakan berbagai istilah untuk
menyebutkan Hukum Adat.

Hukum Adat oleh Jalaluddin didefinisikan sebagai, §§ 1" ulama dan ketetapan itu diteritna _0161'1. p.alg ce'l:djk pan al.,
. B g h““‘.”l l_“ln Yﬂ'ﬂg Chbuat Oleh ulﬂlﬂﬂ d]kﬂ.teg(}flkﬂﬂ Sebﬂgm

Ligd, dun ketetapan itu disetujui dan diterima oleh orang-orang
caiig tigp akal budinya. |

{91 kalangan ahli adat di Aceh khususnya, pengertian
Lk sebagaimana terdapat dalam ajaran kalangan Hukum
Fikili. sangat mempengaruhi pengertian tentang hukum.
sk chartikan sebagai kaidah yang berasal dari Hukum
Pikils, Bedangkan adat diartikan kaidah yang tmbul dari
ke bilasnan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum

inlan pikiran tentang konsep hukum seperti itu
hini[uult]nm dikonretkan dalam pepatah, “Adat Bak Po
teumeureuhum Hukom Bak Syiah Kuala.” Po
{euinenreuhum di sini dipakai sebagai tamsilan penguasa dan
l-'riﬂh I uala .sebﬂgai tamsilan ulama.

Pepatah tersebut di satu pihak menunjukkan adanya
peinlingian tugas dalam pemeliharaan hukum antara Po
leiineureuhum sebagai penguasa dan Syiah Kuala sebagai
wlaiau. Hal-hal yang bersifat keduniawian dipelihara oleh
|1 Ei LA denga_n aturan-aturan yang dlbuamya atau yang
bl dari masyarakat. Sedangkan hal-hal yang bersifat

“Persambatan antara yang dahulu dan yang kemudian pada
pihak adanya atau tiadanya dengan ditilik kepada berulang-
ulang pada halnya, uada beroleh dalam penglihat, seperti api
menunukan bagl yang menyentuh dia dan yang tajam melukai
ia bagi yang kenanya dan makanan yang mengenyang bagi
yang memakan dia dan cahaya menetrangkan bagi yang kelam
dengan sebab ada persembatan pertemuan dalamnya.”

Dalam ajaran Hukum Adat itu menunjukkan sesuatu
yang abstrak dan keras memaksa serta dapat kejelasan bagi
yang membutuhkan dan menyakitkan bagi yang
melanggarnya. Hukum Adat merupakan hukum sesungguhnya
menurut Ilmu Hukum Barat, sebab apa yang dikatakan oleh
Hukum Adat dibenn ciri-ciri yaitu pertama keras dan memaksa
dan kedua mempunyai akibat hukum yang dalam, seperti yang
disebut di atas yang disebutnya dengan kata-kata tajam
melukal seperti ap1 menunukan (membakar) bagi yang |
menyentuhnya.

Adat diartikan sebagai, “Mengulang hukum seperti
tabiat yang dahulu kala, tiada berkenalan dengannya.” D1 sini
adat diartikan sebagai pengulangan hukum dan apabila

kalimat itu disimak lebih dalam ditemui acti, bahwa apabila § ¥#jnemaan dipelihara oleh ulama dengan atucast ﬂgarga-
' Pada pihak lain pepatah itu menunjukkan a anya

perhedaan antara hukum dan adat. Adat dalam tEfo:ti 1n1
dipandang sebagai kaidah-kaidah yang lahir dar% hasil
pemikiran manusia yang terbentuk dalam kebiasaan

suatu perkara yang sama diputuskan secara sama maka
menjadilah pengulangan itu sebagai adat.

Resam diartikan sebagai, “Bekas berlaku hukumnya
pada sekalian isi negeri tiada berkehendak kepada bicara lagi
sebab lahirnya dan masyhur” Resam sebagai bekas-bekas
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masyarakat. Sedangkan hukum dianggap sebagai kaidah
kaidah yang berasal dari hukum fikih.

Namun dilihat dati sumbernya, hukum itu dibedakan atas
hukum dan adat, kedua jenus hukum tersebut merupakan satu Adat Istiadat diartikan sebagai adat dalam art umum,
hukum yang meskipun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. sehingni ganti kata adat. Adat Nan Teradat, diartikan sebagai
Karena itu, dalam pandangan Ahl Adat di Aceh dikatakan, alst yang utama. Adat Nan Diadatkan adalah adat sebagai
“Adat Ngon Hukom Lagei Zat Ngon Sifeut” atau Lagei Mata pelaksanaan dari putusan yang diberikan oleh masyarakat.
[tam Ngon Mata Puteh.” Kedua jenis tamsilan tersebut yaitul Adar Sabana Adat tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan
zat dengan sifeut (sifat) dan mata itam dengan mata puteh Adut Pusaka Usang bersifat dinamis dan selalu berubah sesuai
(putth), jelas perbedaannya satu sama lain, akan tetapi kedua dengan perubahan zaman.
tamsilan tersebut dalam pengertiannya sebagai suatu benda Snouck Hurgronje dari kalangan satjana Barat, membert
tidak dipisahkan. Perbedaan antara hukum dan adat itulah definisi Hukum Adat yang disebutnya Adatrecht sebagai
disebut Hukum Adat dalam arti sebagai suatu hukum. kolsnsann yang mempunyai akibat hukum. Akan tetapi dalam

Para ahli adat lainnya tidak ada yang memberi definisi pandangannya sebagai penganut Ilmu Hukum Barat, hukum ,
mengenal apa yang dimaksudkan dengan Hukum Adat untuk @ yuyg disebut Adatrecht berbeda dengan hukum yang dinamakan
menunjukkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh [echt. Dalam konsep Ilmu Pengetahuan Barat, yang dimaksud
Jalaluddin. Mereka menyebutnya dengan istilah adat saja. dengan Recht adalah hukum dalam bentuk tertulis dan ditulis

Satu-satunya sumber pengenal untuk mengetahui (libuat) oleh badan yang dibeti kekuasaan untuk itu oleh negara.
maksud perkataan adat itu adalah pepatah. Dari bahan-bahan Muka vang dimaksudkan dengan Adatrechtadalah sebagai suatu
tersebut diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan liwkum yang betbeda dengan sistem hukum lain. Adatrecht
berpedomaﬂ kepada tujuan tertentu bersama-sama ™ bl hukum bukanlah ketentuan yang tertulis dan tidak pula
mempetjuangkan terlaksana dalam pergaulan masyarakat. dibyunt oleh badan yang diberi kekuasaan untuk itu oleh negara,

D1 Minangkabau, pemberian arti kata adat, dibuat dengan akan tetapi hukum yang tumbuh, berkembang dan
membedakan adat kepada Adat Sabana Adat dan Adat Pusaka dipertahankan oleh masyarakat.

(usang). Adat Sabana Adat adalah adat yang terdapat dalam Demikian pula Van Vollenhoven, melihat adanya
seluruh alam semesta. Adat tersebut menjadi sumber ide manusia |mllch|:l-ﬂn antara apa hukum menurut [lmu Pengetahuan

. Adar Isnadar;
! Adat Nan Teradat;
$. Adat Nan Diadatkan.

untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Adat
Sabana Adat tersebut bukan hasil pemikiran dan ciptaan manusia,
semua ketentuan telah ada dalam alam raya.

Flukam Barat dan konsep Indonesia. Penerimaan istilah
Adatrecht untuk menunjukkan kepada hukum bangsa
Indonesia sebagai bukt ke arah itu.

Adat Pusaka (usang), diattikan sebagai adat hasil
pemikitan manusia dan adat tersebut telah diadatkan sejak
dahulu kala. Adat Pusaka Usang it digolongkan ke dalam
tiga kategori, yaitu:

. HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN
Flukum Adat (dalam artian sempit) yaitu hukum yang
herasal dari Adat Istiadat, merupakan norma-noma
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fglap mengacu kepada kasus sewa rumah di negeri Belanda,

kemasvarakatan yang sejak dahulu ada dalam suatu e lale
N ‘ . gany terjad seabad yang lalu.
masyarakat untuk mengatur masyarakat 1tu.

Hukum Kebiasaan adalah norma-norma yang berasal
dari kebiasaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan
secara tetap dan terus menerus dan penyimpangan dari cara
itu dianggap tidak biasa dan dianggap bertentangan dengan

| Akan tetapi apabila diperhatikan konsep hukum dalam

L indang-Undang Dasar yang menyebutkan ada dua macam
bkuin dasar, terrubis dan tidak tertubis _dan dalam Pasal 23
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang

Ik ptentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang
jjge membedakan undang-undang (hukum tertulis) dan
Jukuim tidak tertulis, dapat disimpulkan dalam tata hukum
Indanesia, tidak dipertahankan lagi hukum kebiasaan berlaku
herdampingan dengan hukum tidak tertulis pada umuMOya.
(1 dhat Penjelasan Umum dalam UUD 1945 yang asli).

suatu kewajiban hukum yang timbul karena kebiasaan yang
dilakukan secara tetap dan terus menefus 1ta.

Perlu ditekankan di sini bahwa jika ttmbul ketragu-
raguan tentang sesuatu atau beberapa perbuatan apakah
Kebiasaan atau Hukum Kebiasaan, keputusan para petugas
hukum akan menentukannya. Akan tetapi antara Hukum
Adat dan Hukum Kebiasaan, kebanyakan sarjana hukum
menganggap tidak ada perbedaan pokok. Namun di kalangan
sarjana yang mengikuti tatanan hukum kodifikasi, maka yang
dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah:

1. Kebiasaan yang ditunjuk oleh undang-undang;
2. Kebiasaan yang dapat dipergunakan untuk menghaluskan
hukum kodifikasi.

Hukum Kebiasaan dalam istilah tata hukum Hindia
Belanda disebut Gewoonterecht. Gewoonterecht itu tidak
tercakup dalam pengertian Adatrecht. Gewoonterecht pada

masa sebelum perang diartikan sebagaimana konsep dalam
tatanan hukum kodifikasi. Karena itu berbeda dengan Hukum
Adat, sebagai hukum yang bersumber pada Adat Kebiasaan,
dimana keberadaannya dalam masyarakat karena
ditumbuhkan, dikembangkan dan dipertahankan oleh
masyatrakat itu sendiri, tanpa menghiraukan ada tidaknya dasar
hukum formal yang memaksakan berlakunya hukum 1tu.
Mengenai apakah konsep Hukum Kebiasaan yang ada
dalam tatanan hukum kodifikasi, masih dipertahankan di
Indonesia sekarang 1ni, kurang mendapat perhatian para
satjana. Pada saat itu kalaupun ada yang mempertahankan
Hukum Kebiasaan tersebut di samping hukum tertulis, masth
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